
 
 

 
 

 
 

BUPATI KATINGAN 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI KATINGAN 

NOMOR   51  TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA 

TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KATINGAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan adannya refocusing anggaran akibat 
pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19), perlu 

penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Katingan 
berkenaan tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 
2020;  

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Katingan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata 

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana 
Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, 

Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di 

Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

SALINAN 
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  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

 
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 
 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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  9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); 

 
  10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Vints 

Disease 2019 (COVID-l9) Sebagai Bencana Nasional; 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang  
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

 
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 

tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan 
Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan 
Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530); 
 

  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1700) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

500); 
 

  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 
 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 

2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 
Nomor 76 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Katingan Nomor 45); 
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  18. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Katingan Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Katingan Nomor 63); 
 

  19. Peraturan Bupati Katingan Nomor 20 Tahun 2020 Tata 

Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana 
Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 559); 
   

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 20 TAHUN 
2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 
RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 

ANGGARAN 2020. 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan 

Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 

2020 Nomor 559) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambahkan ayat, 
sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 2 
 

(1) Pagu Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan 

Tahun Anggaran 2020 sebelum  perubahan sebesar  
Rp 78,689,971,481.60 ( tujuh puluh delapan milyar 

enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan 
ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan 
puluh dua rupiah), berubah menjadi 

Rp74,993,753,300 (tujuh puluh empat milyar 
sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus 

lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah). 
(2) Rincian perubahan pagu Alokasi Dana Desa untuk 

setiap desa di Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 

Anggaran 2020, ditetapkan dalam Surat Keputusan 
Bupati Katingan dan merupakan satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan dari  Peraturan Bupati Katingan 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan 
Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian 

dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap 
Desa Tahun Anggaran 2020. 

 (3) Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa di 

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 
dialokasikan secara merata dan berkeadilan 
berdasarkan : 

a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (enam puluh 
perseratus) yang dibagi secara merata untuk 

seluruh desa; dan 
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b. Alokasi Formula (AF) sebesar 40% (empat puluh 

perseratus) yang dihitung dengan memperhatikan 
jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, 
luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis 

desa. 
 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan. 

 
 

Ditetapkan di Kasongan 

pada tanggal, 25 Agustus 2020     
 

BUPATI KATINGAN, 

 
ttd 

 
SAKARIYAS 

 

 
Diundangkan di Kasongan  

pada tanggal, 25 Agustus 2020      
 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN KATINGAN, 
 

ttd 

 
NIKODEMUS 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 
NOMOR 590 


